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PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG 

NOMOR  3 TAHUN  2009 

TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
  

WALIKOTA TANGERANG,  
 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pertambahan penduduk dan pola 
konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis 
dan karakteristik sampah yang beragam; 

b. bahwa pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab bersama 
antara pemerintah dan masyarakat, untuk itu perlu dilakukan 
secara komprehensif dan terpadu; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b diatas,  perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan Sampah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat 

(3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1993  Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518) 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 

4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4851); 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebar-luasan Peraturan Perundang-
undangan; 

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008  tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota 
Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); 

10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Tangerang Tahun 2008 Nomor 2); 

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5). 

 
Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  

WALIKOTA TANGERANG 

 
MEMUTUSKAN :  

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.  

 
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  



 

3 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang – Tahun 2009 

 

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang. 

3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 

4. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 
Tangerang. 

5. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atu 
badan hukum. 

6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau 
proses alam yang berbentuk padat. 

7. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, 
dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus; 

8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah; 

9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, 
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan 
dan penanganan sampah; 

10. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses 
alam yang menghasilkan timbulan sampah; 

11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat 
TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum sampah 
diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, tempat 
pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA; 

12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya 
disingkat TPST adalah  tempat dilaksanakannya kegiatan 
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, 
dan pengolahan sampah; 

13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA 
adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah 
ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan; 

14. Transfer Depo adalah tempat transit sampah dari gerobag ke 
dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA; 

15. Transfer station adalah tempat pemilahan lanjutan, perajangan, 
pengepakan, dan transit sampah dari gerobag ke dalam truk 
untuk diangkut ke TPA; 

16. Pengurangan sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan 
membatasi, mengguna ulang dan mendaur-ulang sampah; 

17. Penanganan sampah adalah kegiatan yang meiliputi kegiatan 
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan 
pemrosesan akhir; 

18. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan 
memisahkan sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat 
sampah; 
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19. Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengambilan dan 
pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat 
penampungan  sementara.  

20. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari 
sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara menuju 
ke Tempat Pemrosesan Akhir.  

21. Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah 
karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses 
lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media 
lingkungan secara aman.  

22. Penyedia jasa pengelolaan sampah adalah orang yang 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan 
sampah.  

23. Izin pelayanan pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan 
untuk kegiatan pengelolaan sampah.  

24. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan 
dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah 
yang tidak benar. 

 
 

BAB II  

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2  

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, 
asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, 
asas kebersamaan, asas keselamatan dan asas nilai ekonomi. 
 

Pasal 3  

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 
masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah 
sebagai sumber daya.  

  

BAB III 

RUANG LINGKUP  

Pasal 4 

Sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah sampah 
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 

 
Pasal 5 

(1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak 
termasuk tinja dan sampah spesifik. 
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(2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 berasal dari kawasan komersial, kawasan 
industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum 
dan/atau fasilitas lainnya. 

 
 

BAB IV 

PENYELENGGARAAN  PENGELOLAAN SAMPAH  

Pasal 6 

Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan 
dan penanganan sampah. 

  
Bagian Kesatu 

Pengurangan Sampah 

Pasal 7  

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
meliputi kegiatan : 

a. pembatasan timbulan sampah; 

b. pendauran ulang sampah; dan/atau 

c. pemanfaatan kembali sampah. 

(2) Pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 

a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap 
dalam jangka waktu tertentu; 

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; 

c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; 

d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; 
dan 

e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. 

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang 
menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, 
dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. 

(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang 
dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh 
proses alam. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota . 

 
Bagian Kedua 

Penanganan Sampah 


